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BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1   Kajian pustaka
  2.1.1 Tinjauan Umum Pajak
  2.1.1.1    Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.


Menurut P.J.A.Andriani Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut MJH Smeets mengemukakan Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual : maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Selain pengertian pajak secara umum penulis juga mengutip beberapa Pengertian pajak daerah, antara lain : 

Pengertian pajak daerah yang dikeluarkan oleh Sub Dinas Perancanaan Progran seksi Penyuluhan (2004:21) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah “. 

Sedangkan Menurut Undang-undang No.18 Tahun1997 dan atau Undang-undang No.34 tahun 2000 pasal 1 ayat 6 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan hukum kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

      2.1.1.2  Jenis pajak

  Adapun beberapa jenis pajak berdasarkan pengelompokannya yaitu:

1. Menurut golongannya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.


Contoh : Pajak penghasilan

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.


Contoh : Pajak Pertambahan nilai.
2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.


Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.


Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

· Pajak propinsi

Contoh : Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan baker kendaraan bermotor.

· Pajak kabupaten / kota

Contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.
      2.1.1.3  Fungsi pajak


Ada dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Budgetair

Yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur ( regulerend )

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh : 

a. Pajak  yang tinggi dikenakan terhadap miniman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.
   2.1.1.4  Dasar Hukum, System dan Tarif Pemungutan Pajak.

        2.1.1.4.1   Dasar hukum pemungutan pajak

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH., hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut :

a. Hukum Perdata


Mengatur hubungan antara pemerintah antara satu individu dengan individu lainnya.

b. Hukum Publik

Mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :

· Hukum Tata Negara

· Hukum tata Usaha ( Hukum Administrasi )

· Hukum Pajak 
· Hukum Pidana
Hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Adapun hukum pajak yang mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak yaitu :

1. Hukum pajak materiil

Memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek paja ), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan antara pemeritah dan wajib pajak. 

Contoh : Undang-undang pajak penghasilan.

2. Hukum Pajak Formil

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hokum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hokum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain : 

a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.

b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh : Ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

2.1.1.4.2 Sistem Pemungutan pajak

Adapun system pemungutan pajak yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Official Assessment System 

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

b. Wajib pajak bersifat pasif.

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh   fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System 

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yangbterutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
2.1.1.4.3 Tarif Pemungutan Pajak 

Ada 4 macan tarif pajak antara lain :

1. Tarif sebanding/proporsional


Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajk sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4.   Tarif Degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.  
2.1.2   Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah No.65 tahun 2001 tentang pajak daerah, sebagaimana yang dikutip oleh Kurniawan dan Purwanto menjelaskan bahwa : 

“ Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga”.


Sedangkan kendaraan bermotor itu sendiri adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor / mekanik, tidak termasuk kendaraan yang berjalan diatas rel. jadi kendaraan bermotor adalah kendaraan yang berjalan diatas aspal dan tanah seperti mobil sedan, bis, truck, trailer, pick-up, kendaraan beroda tiga dan beroda dua dan sebagainya.

2.1.2.1  Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

    Karena pajak kendaraan bermotor termasuk pada pajak daerah maka subjek retribusi daerah sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

2. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

3. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperolaeh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.1.2.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor
   Sama seperti subjek retribusi daerah karena pajak kendaraan bermotor termasuk pada pajak daerah maka Objek retribusi daerah terdiri dari :

1. Jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

3. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasaran, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.2.3   Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis retribusi daerah sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

2. Retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3. Retribusi perizinan tetentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Penetapan tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

2.1.3  Penerimaan Kas dari Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana di setiap daerah yaitu berasal dari pajak atau pendapatan asli daerah sendiri (PAPS). Berdasarkan undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang No.25 tentang perimbangan keuangan daerah, khususnya asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Salah satu pendapatan asli daerah sendiri adalah dari sector kendaraan bermotor. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh, terhadap pendapatan daerah. Dengan ditetapkannya suatu penerimaan pajak diharapkan mampu meningkatkan dari sector pajak, dalam hal ini khususnya dari pajak kendaraan bermotor. 

Menurut Agus sambodo mengemukakan bahwa penerimaan pajak adalah bertujuan untuk memasukan penerimaan kas Negara sebanyak-banyaknya yaitu untuk mengisi APBN yang sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan sehingga posisis anggaran pendapatan dan pengeluaran seimbang (balance budget). (1999:82)

Berdasarkan berbagai penjelasan dan uraian yang telah dikemukakan bahwa penerimaan kas dari pembayaran pajak kendaraan bermotor memiliki hubungan terhadap pendapatan asli daerah, guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan menunjukan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau unit 
2.1.4 Pengertian Trend analis.

Analisa trend dapat digunakan untuk melihat kecenderungan, perkembangan perusahaan selama periode tertentu yang sudah berlaku dan periode yang akan datang. Analisa trend ini bertujuan untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang baik kecendrungan naik, turun maupun tetap. Analisa trend ini bermanfaat untuk menilai situasi “trend” perusahaan yang telah lalu serta dapat memprediksi trend perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan garis trend yang sudah terjadi itu.
2.1.5  Pengertian Analisis Komparatif.

Menurut Sofyan syafri harahap (2001:107) mengemukakan Analisa perbandingan adalah teknik analisa laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain, dengan menunjukan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit.  Tujuan analisa perbandingan ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan atau data lainnya dalam dua atau lebih periode yang dibandingkan
2.2    Kerangka Pemikiran
Di dalam suatu Negara terdapat sebuah penerimaan yang salah satu sumber pemasukannya berasal dari pajak. Dengan adanya pajak, pembangunan Negara dapat di realisasikan secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Sejak berlakunya otonomi daerah, setiap daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Yang salah satunya dengan adanya pajak. Bahkan istilah pajak sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, karena pada dasarnya setiap kegiatan pasti akan dikenakan pemungutan pajak. Dengan kata lain pajak dapat berarti sebagai iuran wajib berupa uang dari rakyat kepada Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dan dapat dipaksakan serta digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas, dalam hal ini rakyat tidak akan mendapat kontraprestasi secara langsung dari Negara.


Salah satu contoh pajak adalah pajak kendaraan bermotor yang berarti pajak kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan termasuk pada jenis pajak daerah yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah Provinsi   

Contoh : Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan    bermotor.

2. Pajak kabupaten / kota

Contoh : Pajak hotel, pajak restoran, dan Pajak hiburan.


Unsur-unsur dari pajak adalah : 

a. Iuran dari rakyat kepada Negara yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam hal ini PT Bank Jabar bertugas untuk melayani dan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan, khususnya di wilayah Propinsi Jawa Barat dan Banten. Sebagai yang bertanggung jawab dalam masalah pembayaran atau dalam kata lain sebagai financial intermediary, yaitu lembaga Bank yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang.
Pengertian komparatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkenaan atau berdasarkan perbandingan.

Pengertian Penerimaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:1183) yaitu “ Penerimaan adalah besarnya uang yang diterima dari hasil penjualan barang atau jasa “.

Pengertian Kas menurut Munawir (1983:14) adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, termasuk dalam pengertian kas adalah cek yang diterima dari para pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali (dengan menggunakan cek atau bilyet).

Pengertian Pembayaran menurut Hasibuan (2005:117) adalah berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang/dana dari pembayar kepada penerimanya, baik secara langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan.

Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.


Berdasarkan Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah No.65 tahun 2001 tentang pajak daerah, sebagaimana yang dikutip oleh Kurniawan dan Purwanto (2004:53-54) menjelaskan bahwa Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga”. 

Pada PT Bank Jabar Kantor Kas SAMSAT Bandung, ditinjau dari segi keuangan PT Bank Jabar sebagai pemegang Kas Daerah (KASDA) berfungsi untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, hemat, sah, berdaya guna dan berhasil guna, diantaranya mengelola penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sedangkan ditinjau dari fungsi manajemen yaitu Perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), penggerak pelaksana (Actuating), dan pengawasan (Controling) penerimaan kas dari pembayaran pajak kendaraan bermotor memiliki keempat fungsi manajemen tersebut.
Dengan adanya kantor kas SAMSAT Bandung Timur wajib pajak diberi kemudahan dalam membayar pajak yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku sesuai dengan dengan undang-undang. Berdasarkan berbagai penjelasan dan uraian yang telah dikemukakan bahwa penerimaan kas dari pembayaran pajak kendaraan bermotor  mengalami naik turunnya atau tidak tetap dalam jumlah rupiah. 

. 
